JSE: Jurnal Sharia Economica           	
JSE, Volume 5 Nomor 1, Januari 2026,  	DOI: https://doi.org/10.46773/jse.v4i1 
e-ISSN 2828-4585   p-ISSN 2828-5514
 
Title: Optimalisasi Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Wakaf Untuk Pembangunan Gedung Madrasah (Studi Tk Al-Raudlatul Jadid Palengaan Pamekasan)


Author: Adisah

[bookmark: _Hlk214703493]OPTIMALISASI PERAN NADZIR DALAM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN WAKAF UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG MADRASAH (Studi Tk Al-Raudlatul Jadid Palengaan Pamekasan)

Adisah
[bookmark: _Hlk214703361]Universitas Islam Negeri Madura: adisty170@gmail.com

	
	
	Abstract 

	Keywords:
The Role of the Nadzir,
Management and Utilization of Waqf,
Construction of Madrasah Buildings.
	
	Waqf is a sharia financial instrument that functions in the development of sharia economics, specifically in Muslim development, one of which is in Indonesia, precisely at the Miftahul Ulum Kebun Baru Islamic Boarding School foundation at the Al-Raudlahtul Jadid Kindergarten madrasah institution with a review of the management of nazhir in the management of waqf which includes the responsibilities of the nazhir. The method used is a descriptive qualitative approach with a type of field research. The results of this study are: 1.The sustainability and utilization of waqf depends heavily on the role of the nazhir. The nazhir is responsible for implementing various efforts necessary to safeguard and manage waqf assets to ensure their continued preservation and benefit. 2. Waqf at the Miftahul Ulum Kebun Baru Islamic Boarding School Institution is a productive waqf which is not only trustworthy, but must be professional in managing waqf assets, 3. Nadzir at the Al-Raudlahtul Jadid Kindergarten Institution here is a trustworthy and responsible nadzir, because the construction project is completed according to the time determined by the waqf fund provider.


	
	
	

	
	
	
Abstrak 

	Kata kunci: 
Peran Nadzir,  
Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf,
Pembangunan Gedung 
Madrasah.
	
	Wakaf yang merupakan instrumen keuangan syariah yang berfungsi dalam pengembangan ekonomi syariah, yang khusus dalam pembangunan muslim yang salah satunya ada di Indonesia tepatnya di lembaga yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kebun Baru pada lembaga madrasah TK Al-Raudlahtul Jadid dengan tinjauan kepada pengelolaan nadzir dalam pengelolaan wakaf yang mencakup tanggungjawab nadzir tersebut. Metode yang digunakan yaitu dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (field Reacearch). Hasil dari penelitian ini yaitu: 1. Keberlangsungan dan pemanfaatan wakaf sangat bergantung pada peran nazhir. Nazhir memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan berbagai upaya yang diperlukan dalam menjaga serta mengelola aset wakaf agar tetap terpelihara dan bermanfaat, 2. Wakaf yang ada di Lembaga Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kebun Baru yaitu wakaf produktif yang mana bukan hanya bersikap amanah saja, namun harus professional dalam mengelola harta wakaf, 3. Nadzir yang ada di Lembaga TK Al-Raudlahtul Jadid disini termasuk nadzir yang amanah dan bertanggungjawab, karena proyek pembangunan yang diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan pemberi dana wakaf.


	Diajukan : 
Desember 2025

Diterima : Januari 2026

Diterbitkan : Januari 2026
	
	


[bookmark: _Hlk136256003]

Corresponding Author: 
Adisah
Universitas Islam Negeri Madura: adisty170@gmail.com
	
	




PENDAHULUAN
Di tengah pesatnya perkembangan era globalisasi dan digitalisasi saat ini, wakaf menjadi salah satu instrumen ekonomi Islam selain zakat, infak, dan sedekah. Wakaf memiliki peran penting dalam upaya pemberdayaan umat, serta berfungsi sebagai instrumen yang signifikan dalam bidang keagamaan dan sosial. Peran strategis wakaf juga telah terbukti konsisten dalam memenuhi berbagai kebutuhan umat yang bersifat kemaslahatan. (Abdullah, 2020)
Dilihat dari fungsinya, harta wakaf memberikan manfaat yang berorientasi pada kebaikan terhadap sesama makhluk di dunia (birr), menumbuhkan hubungan baik antar sesama manusia (ihsan), serta mempererat ukhuwah di antara umat Islam. Sebagai lembaga non-profit atau sektor ketiga, pengelola wakaf yang selama ini berkembang secara mandiri tanpa intervensi pemerintah sebagai bagian dari tradisi Islam, tetap memerlukan dukungan negara berupa pengakuan hukum dan perlindungan yang sah dalam pelaksanaannya.(Rizkia et al., 2025)
Setiap tahunnya Lembaga wakaf berperan penting sebagai pendukung berbagai aktivitas umat Islam, khususnya dalam bidang keagamaan, sosial, dan pendidikan. Pengelolaan wakaf produktif diharapkan mampu memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi lembaga pendidikan, baik melalui pembiayaan operasional, pemberian beasiswa, maupun peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan dosen. Peran wakaf produktif dalam mendorong kemandirian lembaga pendidikan juga telah terbukti efektif, baik di tingkat internasional maupun di Indonesia.(Febrianty, 2024)
Hal ini sejalan dengan tujuan keempat dalam Sustainable Development Goals (SDGs), ialah dengan  memastikan tersedianya  suatu pendidikan yang berkualitas, imklusif, dan merata serta mendukung kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua orang. Dalam konteks kerangka kerja SDGs, di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, wakaf produktif menjadi salah satu instrumen baru dalam pembangunan yang berorientasi pada maqasid al-syariah yaitu pencapaian tujuan-tujuan luhur dari syariat Islam.(Nuntufa, 2021)
Namun demikian, upaya memproduktifkan harta wakaf tidak dapat dipisahkan dari peran strategis nadzir sebagai pengelola yang bertanggung jawab dalam mengembangkan aset wakaf agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan negara. Nadzir berfungsi layaknya seorang manajer yang harus mampu merencanakan serta mengelola aset wakaf secara efektif. Permasalahan terkait pengelolaan dan manajemen wakaf menjadi isu penting untuk diperhatikan, mengingat masih banyak aset wakaf yang terbengkalai, bahkan sebagian di antaranya hilang atau tidak termanfaatkan dengan baik (Fauzan & Amin, 2024) Selain itu, sebagian besar umat Islam cenderung hanya mewakafkan tanah atau bangunan tanpa mempertimbangkan biaya operasional untuk pemanfaatannya. Oleh karena itu, dibutuhkan nadzir yang profesional agar harta wakaf dapat dikelola secara produktif.(U. Hasanah, 2012)
Pengelolaan serta pengembangan aset wakaf oleh nadzhir, sebagaimana tercantum pada Pasal 42, harus dilakukan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Nazhir dituntut untuk menjaga amanah dalam menjalankan tanggung jawabnya agar tujuan wakaf produktif dapat terwujud sesuai dengan yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaannya, nazhir dilarang mengubah peruntukan harta wakaf tanpa memperoleh izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.(Lailita et al., 2021)
Salah satu yang sering didengar yaitu wakaf dalam segi pendidikan. Yang mana instrumennya membutuhkan gedung sebagai tempat belajar mengajar seperti di sekolah awal yaitu lembaga pendidikan TK yang menjadi aset fisik yang sangat diperlukan. Pentingnya gedung tersebut didasari oleh beberapa pemikiran yang mana memfasilitasi pembelajaran sesuai usia anak dini dalam belajar terbaik dengan adanya permaina, eksplorasi dan interaksii langsung dengan lingkungan.(Publishing et al., 2022)  Pembuatan gedung yang dirancang dengan baik dari penataan ruang kelas dan alat mengajar lainnya sangat memicu terhadap minat belajar, kerativitas dan pengembangan anak didik.(Oruikor, 2023) 
Begitupun dengan rancangan kelas yang sistematis dan ramah anak dngan memungkinkan gerak aktivitasnya sangat mendukung filosofi belajar mengajar anak usia dini.(Sanaky, 2021) Dengan  menciptakan lingkungan aman, terlindungi dan menyenangkan dilihat dari lingkup gedung TK yang rapi, bersih, aman dan mengurangi rasa takut saat bersekolah.(Howes & Hamilton, 1992)
Jadi gedung madrasah/TK menjadi sarana yang penting dan tidak bisa diganti untuk mencapai tujuan pendidikan anak usia dini. Bukan sekedar bangunan, tetapi lingkungan pendidikan yang dirancang untuk mendukung pembelajaran yang sesuai dengan usia. Kondisi fisik gedung yang layak menjadi prasyarat awal bagi lembaga TK untuk memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Pengelolaan yang baik terhadap terhadap gedung ini, termasuk pemeliharaan dan perencanaan yang berorientasi pada anak adalah investasi penting bagi generasi mendatang.
Dalam konteks ini mengambil fenomena yang ada di yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kebun Baru dalam gedung lembaga madarasah TK Al-Raudlahtul Jadid yang dibangun kembali dengan dana berbentuk wakaf. Sehingga dalam hal ini perlu ditinjau peran dan pengelolaan seorang Nadzir dalam pembangunan gedung tersebut.
Suatu wakaf dianggap sah apabila seluruh rukun dan syarat yang telah ditentukan terpenuhi:(Maisyarah & Hadi, 2024) 1. Wakif (pemberi wakaf): Wakif harus merupakan individu yang cakap secara hukum untuk melakukan transaksi, yaitu telah baligh, berakal sehat, dan bertindak tanpa paksaan. 2. Mauquf (harta yang diwakafkan) – Objek wakaf harus berupa harta yang jelas wujudnya, dimiliki secara sah oleh wakif, dan memiliki manfaat yang dapat digunakan dalam jangka panjang. 3. Mauquf ‘alaihi (penerima wakaf) – Penerima wakaf dapat berupa individu atau kelompok dengan jumlah tertentu yang memiliki kemampuan hukum untuk memiliki harta tersebut pada saat prosesi wakaf berlangsung. 4. Sighat wakaf (pernyataan wakaf) – Pernyataan wakaf dapat dilakukan melalui ucapan, tulisan, maupun isyarat. Wakaf dianggap sah apabila terdapat ijab dari wakif, tanpa harus ada kabul dari penerima. Isyarat hanya digunakan apabila wakif tidak mampu menyampaikan pernyataan secara lisan atau tertulis.
Penelitian ini akan memfokuskan pada  institusionalisasi nadzir dalam pengelolaan wakaf  produktif yang telah berjalan di gedung madrasah TK Al-Raudlahtul Jadid Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kebun Baru. Hal tersebut disebabkan karena ketika pengelolaan wakaf dilakukan secara efektif dan produktif, akan terbentuk nazhir yang memiliki profesionalitas tinggi. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada temuan mengenai manajemen nazhir dalam pengembangan wakaf produktif di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kebun Baru, yang ditinjau melalui dua aspek utama, yaitu profesionalisme nazhir dan pengelolaan aset. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik secara teoretis maupun praktis terhadap pengembangan wakaf di Indonesia, terutama dalam meningkatkan dan memperkuat profesionalitas para nazhir.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan menyajikan pemahaman secara mendaalam terhadap fenomena yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan realitas sosial secara kontekstual dan holistik sesuai dengan kondisi aktual yang terjadi. Adapun untuk jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Reacearch), dimana penelitian lapangan (field risearch) adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dilokasi atau lingkungan tempat fenomena terjadi untuk mengumpulkan data primer melalui observasi, wawancara, atau partisipasi langsung. Adapun lokasi penelitian ini berada di TK Al-Raudlahatul Jadid Desa Kacok Palengaan Pamekasan bertepatan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kebun Baru, dimana subjek penelitian ini adalah para nadzir dan penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder, diimana data primer diperoleh dari wawancara mendalam, observasi langsung serta catatan lapangan, sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen atau sumber tertulis yang relevan, seperti arsip resmi dari instansi yang terkait.  Dalam penelitian ini peneliti berusaha menggambarkan Pengelolaan Nadhir dalam Pembangunan Gedung Madrasah TK Al-Raudlahatul Jadid.

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tinjauan Wakaf dan Nadzir serta Konsep Dasar dan Regulasi Wakaf Produktif
Istilah wakaf berasal dari bahasa Arab al-waqf, yang merupakan bentuk masdar dari kata waqafa - yaqifu – wafqan. Dalam pengertian terminologis menurut hukum syara’, wakaf diartikan sebagai tindakan memberikan sesuatu dengan cara menahan pokok hartanya (tahbîs al-‘ashl) dan menyalurkan manfaatnya untuk kepentingan masyarakat umum.(Kasim, 2013) 
	Sedangkan Nadzir secara bahasa, nazaarah yang artinya pengawasan, pemeriksaan, atau perawatan. Secara harifah penguasa, pengawas dan penjaga. Nadzir dalam identifikasinya Badan Wakaf disebut sebagai Dewan Pengurus Yayasan dilembaga Islam swasta yang memastikan lembaga berjalan sesuai dengan ketentuan dan tujuan lembaga.(Baharuddin & Iman, 2018)
	Fungsi nadzir  berdasarkan syariah Islam, yaitu:(Rifan et al., 2024) (1) Memastikan seluruh kegiatan lembaga dari pengelolaan keuangan, investasi, program pendidikan dan keagaman sesuai dengan yang tujuan. (2) Bertanggung jawab atas pengelolaan dana lembaga baik suambangan, bantuan, dan pendapatan lain beserta pengeluarannya. (3) Memantau pelaksanaan program sesuai ajaran Islam dan tujuan lembaga. (4) Bertanggung jawab atas perawatan, pemeliharaan dan pengawalan aset fisik lembaga, seperti gedung, tanah, perabotan dan lainnya. (5) Memantau kepatuhan seluruh elemen lembaga. (6) Memberikan saran dan rekomendasi kepada pengurus lembaga untuk kemajuan lembaga. 
	Nadzir diartikan sebagai penjaga, manajer, administrator yang mengatur penerimaan dana wakaf yang diterima. Manajemen serta pengembangan kapasitas nazhir merupakan aspek yang sangat krusial dalam memastikan pengelolaan wakaf berjalan secara optimal. (Wardy Putra & Zhafirah Ali, 2021) SDM yang baik dibutuhkan dalam pengelolaan wakaf dan menentukan kesuksesan dalam pengelolaan wakaf tersebut. Dikarenakan hal tersebut Nadzir harus memliki sikap tanggungjawab, sehingga dalam pengelolaan wakaf tersebut tidak akan terjadi kesewenangan, penyimpangan dan ketidakmampuan dalam pengelolaan wakaf yang berlangsung. (Putra et al., 2024)
Pada masa kini, wakaf dipandang sebagai aset yang bernilai produktif dan dapat dikembangkan melalui berbagai kegiatan ekonomi dan sosial, baik dalam bidang ibadah maupun muamalah. Menurut Duddy Roesmara dalam “The Dynamic Optimization of Cash Waqf Management: An Optimal Control Theory Approach,” pengelolaan dana wakaf dapat dioptimalkan dengan menjaga stabilitas jumlah dana wakaf tunai agar penggunaannya tetap berkelanjutan. Model ini menekankan pada pemanfaatan dana secara efisien melalui perencanaan arus kas (cash flow) yang terarah, sehingga dapat diketahui alokasi dana untuk kegiatan produktif maupun konsumtif setiap tahunnya. Secara teoritis, pendekatan ini semakin relevan sejak konsep wakaf tunai diterapkan dengan dasar analisis statistik. (Shiddiqy, 2022)
Pengelolaan wakaf dapat dilakukan dengan berbagai cara selama tidak mengurangi atau menghilangkan nilai pokok dari aset wakaf tersebut. Wakaf produktif diperbolehkan sepanjang tetap menjaga kelestarian harta yang diwakafkan.(Wibowo et al., 2025) ) Hasil pengelolaan aset wakaf dapat dimanfaatkan pada kegiatan yang lebih luas dan bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu, diperlukan lembaga nadzir yang profesional dan memiliki kemampuan manajerial agar aset wakaf dapat berkembang optimal serta memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan umat (Sundari, 2023)
	Secara eksplisit, Al-Qur’an maupun hadis tidak secara langsung memerintahkan pelaksanaan wakaf. Namun, terdapat sejumlah ayat dan hadis yang secara umum mendorong umat Islam agar menginfakkan sebagian hartanya untuk kemaslahatan masyarakat dan kepentingan sisial: (Rohim & Ridwan, 2022)
“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian yang baik-baik dari hasil usahamu dan dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk di antaranya yang kamu nafkahkan…” (Al-Baqarah, ayat 267).
Hadis lain yang sering dijadikan dasar wakaf adalah kisah Umar bin Khattab ketika memperoleh sebidang tanah di Khaibar. Umar kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW tentang cara terbaik memanfaatkannya. Rasulullah menjawab: “Jika engkau mau, tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya.” Umar pun melaksanakan anjuran tersebut dengan menetapkan bahwa tanah wakaf itu tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Hasilnya diperuntukkan bagi fakir miskin, kerabat, pembebasan budak, tamu, dan musafir. Pengelola wakaf dibolehkan mengambil sebagian hasilnya secara wajar untuk kebutuhan diri dan keluarganya, tanpa menjadikannya sebagai hak milik pribadi. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa harta pokok wakaf tidak boleh dikuasai atau dialihkan (Asy Syaukani, Jilid IV: 127).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, memaparkan jika wakaf memiliki tujuan dan fungsi yang diarahkan pada beberapa bidang tertentu (Rifan et al., 2024), yaitu: pertama, sebagai sarana dan pendukung kegiatan ibadah; kedua, untuk menunjang kegiatan di bidang pendidikan dan kesehatan; ketiga, sebagai bentuk bantuan bagi fakir miskin, anak yatim, anak terlantar, serta pemberian beasiswa; keempat, dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan perekonomian umat; dan kelima, untuk mewujudkan kemajuan serta kesejahteraan masyarakat secara umum.
Dilihat dari segi manfaat dan bentuk hasil yang diperoleh, wakaf dapat dikategorikan menjadi dua jenis : (Shiddiqy, 2022) 1. Wakaf Langsung (al-waqfu al-mubasyir), yaitu jenis wakaf di mana manfaatnya diperoleh langsung dari penggunaan harta wakaf itu sendiri, seperti masjid yang digunakan untuk beribadah atau sekolah yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar-mengajar. Kelemahan dari jenis wakaf ini adalah ketergantungannya pada sumber dana tambahan untuk biaya operasional dan pemeliharaan, sehingga nadzir perlu mencari solusi pendanaan lain agar wakaf tetap berfungsi optimal. 2. Wakaf Produktif (al-awqaf al-istitsmari), yaitu bentuk wakaf di mana penerima manfaat (mauquf ‘alaih) tidak menerima secara langsung barang yang diwakafkan, melainkan mendapatkan manfaat dari hasil pengelolaan atau investasi atas harta wakaf tersebut.
Dalam ajaran Islam, pengelolaan wakaf dipercayakan kepada seorang atau sekelompok pihak yang disebut nadzir. Nazhir adalah pihak yang diberi amanah untuk menerima, mengelola, dan mengembangkan harta wakaf yang diserahkan oleh waqif sesuai dengan tujuan serta peruntukan yang telah ditetapkan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan secara rinci mengenai peran, kedudukan, serta tanggung jawab nazhir, yang menegaskan betapa sentralnya posisi nazhir dalam sistem pengelolaan wakaf. Keberadaan dan efektivitas nazhir menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan wakaf.

Profesionalitas dan Akuntabilitas Nadzir dalam Pengelolaan Wakaf
Dalam sistem perwakafan Islam, terdapat pihak yang disebut nadzir, yaitu individu atau lembaga yang menerima serta mengelola harta benda wakaf dari wakif agar dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Peran nadzir diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menunjukkan pentingnya posisi nadzir dalam pelaksanaan wakaf di Indonesia. Keberhasilan pengelolaan dan pemberdayaan wakaf bahkan sangat bergantung pada keberadaan serta kinerja nadzir tersebut. Nadzir memiliki tanggung jawab penuh untuk memelihara, mengelola, dan mengembangkan aset wakaf dengan cara yang sesuai dan bermanfaat. (Shiddiqy, 2022) 
Nadzir dapat berbentuk perorangan, organisasi, ataupun badan hukum. Syarat bagi nadzir perorangan antara lain: beragama Islam, warga negara Indonesia, telah dewasa, memiliki sifat amanah, sehat jasmani dan rohani, serta tidak sedang terhalang secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Sementara itu, nadzir organisasi harus memenuhi ketentuan bahwa (1) pengurus organisasinya memenuhi kriteria nadzir perorangan, dan (2) organisasi tersebut bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, atau keagamaan Islam. (Kasus et al., 2022)  
	Adapun nadzir yang berbentuk badan hukum wajib memenuhibeberapa  ketentuan sebagai berikut: (1) pengurusnya harus memenuhi persyaratan sebagai nadzir perorangan; (2) pendirian badan hukum tersebut harus sesuai dengan perundang-undangan yang ada di indonesia; dan (3) memiliki fokus kegiatan pada bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, atau keagamaan Islam. (Kasdi, 2014)
Secara umum, lembaga kenadziran memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mengelola aset wakaf. Oleh karena itu, kualitas dan kompetensi sumber daya manusia nadzir perlu mendapat perhatian serius. Baik nadzir perorangan, organisasi, maupun badan hukum hendaknya diisi oleh individu yang berakhlak baik, jujur, amanah, berpengalaman, serta memahami tata kelola administrasi dan keuangan. Pengelolaan wakaf akan berjalan dengan baik apabila nadzirnya bekerja secara amanah dan profesional, karena kedua hal tersebut menjadi tolok ukur utama kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf. (Munawar, 2021)
Dalam kaitannya dengan akuntabilitas dan transparansi, pengelolaan wakaf oleh nadzir harus memiliki sistem pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan yang teratur. Untuk memastikan hal ini, dibentuk Lembaga Pengawasan dan Pengendalian Wakaf yang memiliki tanggung jawab dalam memantau administrasi serta keuangan lembaga nadzir. Ketua lembaga pengawas ini ditunjuk secara resmi, bersamaan dengan penetapan struktur organisasi dan personalianya. Pengawasan dan akuntabilitas tersebut diperkuat dengan penerapan audit internal maupun eksternal oleh pihak pengelola wakaf.(Aryana & Hasan, 2023)
	Dari berbagai aspek nadzir memiliki kelebihan dan kekurangan dalam proses pengelolaan nadzir terhadap gedung wakaf, yaitu: Kelebihan:(Vina Fithriana Wibisono et al., 2022) (1) Profesionalisme dan kompetensi nadzir seperti amanah, jujur, cerdas, dan transparan  dalam mengelola gedung wakaf secara produktif dan efisien. (2) Pengembangan sumber daya manusia (SDM) seperti memberikan sebuah pelatihan dan pendampingan terhadap nadzir dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan aset wakaf secara optimal. Kelemahan:(Kasdi, 2014) (1) Kurangnya keterampilan manajerial. (2) Masih menggunakan paradigma tradisional dalam pengelolaan wakaf yang dapat menghambat inovasi dan produktivitas. (3) Proses rekrutmen nadzir yang tidak profesional.
	Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan nadzir terhadap gedung wakaf, yaitu: Faktor Pendukung:(Noviana et al., 2022) Dukungan Regulasi dan Pemerintah, Peningkatan Teknologi dan Informasi, Pembentukan Lembaga Pendidikan dan Sosialisasi. Sedangkan Faktor Penghambat:(Noviana et al., 2022) Keterbatasan jumlah dan kualitas nadzir yang profesional, Kurangnya pemahaman dan kesadaran dalam pengelolaan wakaf, Permasalahan hukum seperti sengketa ahli waris tanah wakaf
	Implikasi model pengelolaan nadzir terhadap kelancaran dalam oprasional pembangunan gedung wakaf yang dapat ditinjau dari segi kompetensi, yaitu:(Vina Fithriana Wibisono et al., 2022) Manajemen yang baik dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset, Meingkatkan kepercayaan wakif dan masyarakat dengan menunjukkan profesionalisme nadzir, Pembangunan gedung wakaf dioprasionalkan berjalan secara berkelanjutan dengan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Analisis Pengelolaan Nadhir Dalam Pembangunan Gedung Madrasah TK Al-Raudlahatul Jadid 
TK Al-Raudlahtul Jadid adalah salah satu Lembaga yang ada di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kebun Baru yang bertempat di desa Kacok Palengaan Pamekasan Jawa Timur. Struktur Yayasan Al-Raudlah Pondok Pesantren Kebun Baru Kacok Palengaan Pamekasan:
	a
	Nama Pondok Pesantren
	Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kebun Baru

	b
	Alamat
	Desa Kacok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Propinsi Jawa Timur

	c
	Nama Yayasan Penyelenggara
	Yayasan Al-Raudlah

	d
	Status Pondok Pesantren
	Terdaftar

	e
	SK. Kelembagaan
	No.B 103/kk.13.22/3/PP.00.7/09/2019 : Tanggal 19 September 2019

	f
	Nomor Statistik Pesantren
	510035280422

	g
	Tahun Didirikan
	1970

	h
	Status Tanah
	Wakaf

	i
	Luas Tanah
	5.519 meter persegi.

	j
	Nama Pendiri/Pengasuh Pertama
	KH. Asy’ari (Alm.) 14 Ramadlan 1391 H / 
01 Januari 1970 M.

	k
	Nama Pengasuh Kedua
	KH. Muafa Asy’ari (Alm.) : 24 Robi’ul Awal 1411 H / 13 Nopember 1990 M.

	l
	Nama Pengasuh Sekarang
	KH. Misbahol Munir Asy’ari, Lc. : 12 Robi’ul Awal 1434 H / 24 Januari 2013 M.



Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kebun Baru memiliki visi untuk mewujudkan sebuah lembaga pendidikan Islam yang amanah dan mampu mencetak pribadi muslim yang berakhlakul karimah, mandiri, serta senantiasa mengamalkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Visi ini menjadi arah pengembangan pondok dalam setiap aktivitas pendidikan dan dakwah yang dilaksanakan.
Untuk mencapai visi tersebut, pondok pesantren menjalankan beberapa misi. Pondok menanamkan nilai-nilai ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai landasan berpikir, berucap, dan berperilaku santri dalam kehidupan sehari-hari. Semangat juang amar ma'ruf nahi munkar juga ditanamkan dengan dilandasi keikhlasan dan keteladanan dari para pengasuh serta pendidik. Selain itu, pondok juga membentuk sikap ilmiah, kemandirian hidup, dan rasa cinta tanah air pada diri setiap santri. Dari aspek tata kelola, pondok mengembangkan manajemen yang profesional dan amanah, serta meningkatkan mutu lembaga pendidikan pada berbagai jenjang baik diniyah maupun hukumiyah.
Pondok juga terus mengembangkan madrasah ranting menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas, menyediakan lingkungan belajar yang kondusif, dan mendorong santri untuk belajar secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Tidak hanya fokus pada internal pondok, lembaga ini turut mengembangkan dakwah Islamiyah di tengah-tengah masyarakat demi terwujudnya pribadi  yang bertaqwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas serta mampu bertanggung jawab terhadap agama, bangsa, dan negara.
Adapun tujuan dari Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kebun Baru adalah terwujudnya pesantren salafi yang unggul dan berprestasi. Pondok ini mencetak santri yang beriman, bertaqwa, dan berakhlakul karimah dengan meneladani kehidupan Rasulullah SAW. Selain itu, pondok berupaya meningkatkan kualitas intelektual santri berdasarkan nilai-nilai al-Qur’an dan hadis, menciptakan tenaga pendidik profesional yang berdedikasi dalam penyebaran ilmu pengetahuan kepada masyarakat, serta membekali santri dengan keterampilan hidup (life skill) agar mampu bersaing secara global. Pondok juga berkomitmen meningkatkan kiprahnya dalam bidang keagamaan, sosial, dan ekonomi di tengah masyarakat, serta memperbaiki tata kelola madrasah khususnya di daerah-daerah terpencil. Dalam menjalankan aktivitasnya, pondok berpegang pada asas al-Qur’an dan as-Sunnah dalam pelaksanaan amal serta berpedoman pada Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sejalan dengan motto pondok, yaitu “Mengajarkan ilmu yang amaliah dan amal yang ilmiah.”
Secara historis, Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kebun Baru didirikan pada tanggal 14 Ramadhan 1391 H atau bertepatan dengan 1 Januari 1970 M oleh KH. Moh. Asy’ari bin Basyiruddin sebagai pendiri pertama. Pada tahun 1976, lembaga ini mulai membuka pendidikan semi formal tingkat Tsanawiyah (MTs) dengan kurikulum gabungan antara sistem pesantren dengan Departemen Agama. Enam tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1982, MTs Miftahul Ulum secara resmi menerapkan kurikulum Departemen Agama sepenuhnya. Meski demikian, kelas Tsanawiyah yang khusus mempelajari kitab-kitab kuning klasik tetap dipertahankan dan dilaksanakan secara terpisah.
Seiring berjalannya waktu, pondok pesantren melalui yayasannya terus berkembang dengan mendirikan berbagai madrasah dan sekolah umum guna memberikan akses pendidikan yang lebih luas kepada masyarakat. Salah satu pengembangannya adalah pendirian Madrasah TKs Al-Raudlatul Jadid sebagai pendidikan awal bagi anak usia lima sampai enam tahun sebelum melanjutkan ke jenjang Madrasah Ibtidaiyah. Keberadaan yayasan tersebut menjadi salah satu bentuk wakaf pendidikan bagi masyarakat, guna mewujudkan cita-cita generasi bangsa melalui pendidikan yang terarah sebelum mereka melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
Beberapa macam wakaf yang banyak diketahui secara umum dalam konteks perwakafan yang ada di Pondok Pesantren sudah banyak terealisasikan dari beberapa aspek, seperti wakaf tanah, wakaf Pembangunan, wakaf benda dan lain-lain. Hal tersebut diacu oleh pentingnya kesejahteraan umat dan sadarnya pemberian lebihnya harta yang disalurkan kejalan ibadah. Salah satu yang diambil dari wawancara kepada salah satu penerima wakaf ialah pengelola Lembaga di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kebun Baru:(R. Hasanah, n.d.)
“Pondok pesantren ini lebih umumnya milik Bersama umat manusia hanya saja dalam strukturnya ada yang mengelola agar terjaga dan manfaatnya bisa dirasakan jangka panjang, hal ini sama dalam pembangunan sarana prasarana pendidikan yang fasilitasnya digunakan oleh para siswa untuk menimba ilmu”
	Dari beberapa uraian yang dijelaskan diatas jika dikaitkan dengan pengelolaan yang ada di proyek Pembangunan TK Al-Raudlah Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kebun Baru bahwasannya wakaf yang diterapkan adalah wakaf produktif, yang mana bukan hanya bersikap amanah saja, namun harus professional dalam mengelola harta wakaf tersebut Hal ini disebabkan karena penerima manfaat (mauqūf ‘alaih) tidak berinteraksi secara langsung dengan harta yang diwakafkan oleh wakif, melainkan harta wakaf tersebut dikelola sebagai sumber dana produktif yang dapat menghasilkan keuntungan atau manfaat yang kemudian dirasakan oleh pihak penerima wakaf.
Jika dilihat dari hasil data yang didapatkan dari pengelola Lembaga di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kebun Baru bahwasanya:(Laila, n.d.)
“Sebenarnya disini pengajuan dana wakaf dalam bentuk bantuan yang digunakan untuk Pembangunan Gedung madrasah itu diminta dari salah satu pengelola Lembaga, lalu akan disurvei Lembaga mana yang harus dan layak untuk direnovasi atau diperbaiki yang fungsinya nanti akan bermanfaat bagi khalayak umum terutama para pendidik dan pelajar. Dana diberikan kepada Lembaga yang mengajukan lalu diberikan kepada Lembaga yang dipilih untuk diperbaiki”
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa nadzir memiliki hak untuk mengelola harta wakaf mulai dari kegiatan, mengelola, memelihara dan pendistribusian harta wakaf sehingga penerima wakaf bisa merasakan manfaatnya. Adapun pengutaraan yang disampaikan oleh salah satu pendidik dilembaga tersebut yakni Ibu Roybatul Hasanah sekaligus selaku kabag pembangunan putri:(R. Hasanah, n.d.)
“Selain pengelola nadzir  yang berkewajiban menjaga dan merawat gedung tersebut meliputi juga semua elemen yang ada diwilayah pondok pesantren, karena gedung tersebut menjadi wakaf umum yang harus dijaga oleh semua pihak dalam jangka panjang. Sebab bangunan tersebut menjadi tempat yang digunakan bukan hanya TK saja, namun menjadi tempat madrasah diniyah dan juga kegiatan pondok pesantren kala dibutuhkan suatu saat”
Paparan diatas menjadi acuan bahwa semua pembangunan yang ada di bawah naungan yayasan pondok pesantren yang menjadi wakaf umumnya dijaga dan dirawat oleh semua pihak yang ada disekitarya, karena manfaatnya sangat banyak bagi khalayak umum, bukan hanya pada pihak TK Al-Raudlahtul Jadid saja.

KESIMPULAN 
[bookmark: _Hlk199224940]	Keberlangsungan dan kemajuan pengelolaan wakaf sangat dipengaruhi oleh peran seorang nadzir. Nadzir memiliki tanggung jawab besar untuk melakukan berbagai upaya yang diperlukan dalam menjaga, mengelola, dan mengembangkan harta wakaf agar tetap bermanfaat. Pihak nadzir dapat berbentuk individu, organisasi, maupun badan hukum. Secara umum, pelaksanaan pengelolaan wakaf akan berjalan dengan baik dan terarah apabila nadzir memiliki sifat amanah serta bekerja secara profesional, sebab kedua aspek tersebut menjadi penentu utama tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf.
	Wakaf yang ada di Lembaga Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kebun Baru yaitu wakaf produktif yang mana bukan hanya bersikap amanah saja, namun harus professional dalam mengelola harta wakaf tersebut karena Pihak mauquf ‘alaih tidak berinteraksi secara langsung dengan aset yang diwakafkan oleh wakif, namun harta wakaf tersebut dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan produktif yang dapat menghasilkan keuntungan atau manfaat. Hasil dari pengelolaan tersebutlah yang kemudian dinikmati oleh mauquf ‘alaih sebagai bentuk pemanfaatan wakaf. Dibilang produktif karena nantinya dengan adanya proyek Pembangunan tersebut maka akan banyak Masyarakat yang mendaftarkan putra putrinya untuk menempuh Pendidikan di Lembaga tersebut dengan transaksi pembayaran yang nantinya akan menjadi pemasukan dana bagi honorer para pendidik dan yang menjaga bangunan wakaf tersebut serta program-program selanjutnya yang dibutuhkan kedepannya.
Nadzir yang ada di Lembaga TK Al-Raudlahtul Jadid disini termasuk nadzir yang Amanah dan bertanggungjawab, karena dari pihak pemberi dana wakaf memberi tenggang waktu dalam proyek Pembangunan tersebut dan dalam pelaksanaannya, pembangunan tersebut selesai sesuai dengan waktu yang diberikan. Sehingga sekarang sudah bisa ditempati untuk proses belajar mengajar.
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